BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di paparkan pada bab bab sebelumya

dengan demikian dapat di simpulkan :

1.

Implikast Validitas data kependudukan terhadap hak pilith dalam
PEMILUKADA 2018 di kecamatan Selopuro dalam perspektif Undang
undang Nomor 7 tahun 2017 bisa mengakibatkan warga Negara di
Selopuro kehilangan hak pilihnya dan hal in1 di sebabkan karena ketidak
taatan warga Selopuro sendiri terhadap Undang undang no 23 tahun 2006
dan undang undang no 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan
pasal 3 “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan
memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil ”.

Implikasi Validitas data kependudukan terhadap hak pilih dalam
PEMILUKADA 2018 di kecamatan Selopuro dalam perspektif hukum
Islam menunjukan bahwa ada dua kewajiban ketaatan terhadap Pimpinan
yang tidak di laksanakan dalam hal in1 pemerintah yaitu ketaatan terhadap
aturan undang undang Adminduk yaitu undang undang Nomor 23 tahun
2006 dan undang undang nomor 24 tahun 2013 untuk melaksanakan
kewajiban lain yaitu memilih Pemimpin sebagaimana di atur dalam
Undang undang nomor 7 tahun 2017 dan undang undang no Undang

undang no 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan wakil gubernur,
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bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota. Sehingga
setiap warga Negara harus taat pada pemerintahnya (QS. An Nisa : 59),
dan dalam pemenuhan hak pun warga selopuro harus melaksanakan
kewajibanya yaitu kewajiban terdaftar sebagai warga Negara profinsi
JawaTimur dan kewajiban memilih pemimpin untuk Provinsi JawaTimur
barulah menuntut Haknya sebagai warga Negara di Provinst JawaTimur
(QS. An Nahl.97). karena dalam konsep Islam Melilih Pemimpin bukanlah
Hak akan tetapi kewajiban.
B. Saran.

1. Sebagai warga Negara haruslah Taat dan patuh pada aturan dan Undang
undang yang berlaku , untuk mendapatkan apa yang menjadi Haknya
sebagal warga Negara terutama Hak Politik yaitu Hak Pilih.

2. Untuk Pemerintah Sosialisasi mengenai Undang undang yang berlaku
perlu di tingkatkan sampai ke jajaran tingkat Desa bahkan berbasis
Keluarga, sehingga kesadaran hukum yang tinggi tidak akan menghalangi

warga Negara untuk mendapatkan Haknya.



